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PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDUONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK NIKARAGUA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAL
PASPOR DINAS

Femenniah  Republk  Indonesia dan  Pemeoctah  Republh  Nearagus
selanjuinga disetul sebaga “Pihax” dan bersama-sama sebaga Fora Prihak

MENGINGAT hubungan bersahabal yang terdalin antara kedub segir

BERHASRAT unluk menyedethanakan prosadur Werkail saling kunjung wangad
negara kedua negara, pemegany paspor diplomalk 8t paspor dings ke
Repubhk Indomesia dan Republé Niaragus

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yanpg betinba o maning
IMAKRIOG MSGACH.

TELAH MENYETUJUI bl hal sebaga bunkut

PASAL 1
PEMEBEBASAN VISA

Wrga negara Republik Indonasia. pemagang paspor dipglomatk atin pagpot
dinas vang sah wajib tdak dipersyaratkan unfull memperoleh s Wnfik
sk Singgah ateu tnggal di walayah Republk Miknragua wtol suatl
@nigha wakiu yang tidak melsbini 80 isembilan pllih) ban sejak tanggal
ik

Warga negara, Republk Nikaragua, pemegaing  pespor  dipdomate  ata
paspdt dinas yang sah wapb hidak dpersyarathan untul mamopergleh yisa
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untuk masuk  singgah, atau finggal di wilayah Republih Indonesia unfuk
suatu jangka wakiu yang Gdak melebity 30 (tiga puluh) har sejak tanggal
masuk

PASAL 2
VISA BAGI ANGGOTA MIS! DIPLOMATIK DAN KONSULER

Warga negara dari salah satu Pihak yang merupakan pemegang paspor
diplomatik atau dinas yang sah dan diugaskan sebagai anggota mish diplomatik
atau konsuler yang terletak di wilayah Pihak lain. termasuk anggota keluarga
yang tinggal bersama mereka, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa |
masuk yang lepal dan Kedutaan Besar Pihak lainnys sebelum memasuki |
wilayah Pihak tersebut. !

PASAL 3
TEMPAT-TEMPAT PEMERIKSAAN KEDATANGAN

I Warga negara salah satu Pihak pemegang paspor diplomatik atau dinas yang |
sah wajh masuk ke dalam wilayah Pihak lainnya melalui fempatdempat

pemeriksaan  kedatangan yang dbuka untuk  lalu Dntas  penwnpang
imtemasional

PASAL 4
MASA BERLAKU PASPOR

Masa beriaku paspor dar warga npegara masing-masing Pihak sekiiang- |
kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pikak lannya !

PASAL § I
PEMBATASAN VISA

Pemegang paspor yang sah dan salah sstu Pihah sebagamana dimaksud
dalam Persetujuan ini dapal masuk dan kelsar dan wilayah Fihak lninnys
medalul itk yang dijinkan untuk fujuan tersebul oleh pihak imigrasi yang
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|
benwenang. tanpa pembatasan apapun kecuali yang telah ditenfukan bagi |
syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukal, kesehatan, dan lannya yang |

sacars hukum dapat diterapkan kepada pemegang paspor diplomatik atau
dinas

PASAL 6 |
HAK PENOLAKAN

Salah salu FPihak berhak uniuk menclak membenkan izn masuk alau
memperpendek masa linggal sellap orang yang dibenkan pembebasan visa
berdasarkan Persetyjuan ini, dengan alasan kelertiban wmum,  kesehatan
masyarakal atau kemanan nasional. atau apabila dianggap bahwa orang
tersebut tidak dikehendaki |

PASALT
| CONTOH PASPOR

Para Pihak wajib saling berfukar, melalul saluran diplomatik.  contoh-cantah
paspof yang dipergunakan oleh masing-masing Pihak sebelum Persatujuan ini
mulai berlaku serta seliap conloh paspor bany, sebelum mula diterbitkan,
selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya

PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang bmbul di antara Para Pihak terhadap penafsiran atau
pelaksanaan Persetujuan ini wajib deselesalkan secara damai melalul kansuftas !
atau perundingan diantara Para Pihak melalui saluran diplomatic

PASAL 9 |
PENANGGUHAN

1 Masing-masing Pihak, dapat, setiap saat menangguhkan sementara |
Persetujuan i, baik secara keseluruhan maupun sobagian, dengan alasan-
alasan keamanan nasianal, kelertiban umum, alau kesahatan masyarkat
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Pemberlakuan dan pengakhiran ketijakan-kebijakan sebagaimana dinujuk
pada Ayat 1 Paszal imi wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya 30 (bga
piuh) han sebalumnya mekalut saluran diplomati

PASAL 10
PERLINDUNGAN TERHADAP PEMALSUAN

Para Pihak wajib memberikan terhadap paspor diplomatix dan dinasnya
pengamanan dengan tingkat leninggl lerhadap pemalsiuan

Salah satu Pihak wajib memberilahukan Pihak lannya apabila diduga
sesedrang memasuki VWikayah Pihak lainnya dengan pasgor diplomatis: alau
dinas yang paksu

Pejabal berwenang di negara Pihak yang menerma dapal menjalankan
haknya terhadap orang tersebul manurul hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaky <

PASAL 11
PERUBAHAN

Persetujuan i dapat dwbah atau dwevisi, apabda dipandang periu, melalu
persetujuen bersama secara tertulis antara Para Pihak. Perubaban dan revisi
dimaksud wajib mulai beraku pada langgal yang akan dientukan cleh Para
Pihak

PASAL 12
MULAI BERLAKLU, JANGKA WAKTU, DAN FENGAKHIRAN

1 Persetujuan mi wajb mulal perlaku 30 (tiga puluh) han sejak tanggal
penermaan pemberitahuan  (erakhir, dimana Para  Fihak  saling
memberdahukan, melahn saluwran diplomalik, babwa semua persyaratan
internal unfuk mulal berakunya Persetujuan ni, sabagaumana lercantum
dalam masing-masing peraturan perundang-undangan nasionalnya telah
dipEmuhi
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2 Persetujuan ini wajib berfaku unuk jangka waklu yang bdak ditentukan
kecual salah satu Pihak memutuskan unfuk mengakhin Persetujuan mi
dengan pemberitahuan secara lerufis kepada Pihak lainnya melalul sakiran
diplomatik 90 (sembilan puluh) har sebelum tanggal pengakhiran yang
diinginkan

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini. felah menandatangani
Persetuuan ini

DIBUAT di Jakara, pada han kedelapanbelas bulan Juni, tahun dua ribu tiga
belas, dalam dua rangkap asl, dalam Bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris
semua naskah memiikl kekuatan hukum yang sama. Bahasa yang digunakan
apabila terjadi perbedaan penafsiran adalah Bahasa Inggris

UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK NIKARAGUA
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SAMUEL SANTOS LOPEZ
Menter Luar Neger

www.djpp.kemenkumham.go.id



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

